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ABSTRAK
Untuk Desain Industri yang dapat dilindungi hendaknya desain industri tersebut memenuhi 
beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksudkan meliputi pada: Pertama, desain industri tersebut 
baru. Artinya, tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya; Kedua, Tidak 
bertentangan dengan moralitas/kesusilaan; Ketiga, merupakan satu desain industri/beberapa 
desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri yang memiliki kelas yang 
sama dan; Keempat, desain industri yang didaftarkan tidak ditarik kembali permohonannya. 
Dalam penyelesaian sengketa desain industri jika terjadi pelanggaran dapat di selesaikan 
melalui jalur Alternative Dispute Resolution (ADR) yang meliputi negosiasi, mediasi, 
konsiliasi, dan arbitrase. Jika belum selesai melalui jalur ADR maka bisa menggunakan jalur 
litigasi. Adapun penyelesaian sengketa secara pidana yang diatur pada Pasal 53 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2000.
Kata Kunci: desain industri, penyelesaian sengketa.
ABSTRACT
For industrial designs that can be protected, the industrial design must meet several criteria. 
The intended criteria include: First, the design of the industry is new. That is, it is not the same 
as the pre-existing disclosure; Second, not against morality/decency; Third, it is an industrial 
design/several industrial designs which are one industrial design unit that has the same 
class and; Fourth, the industrial design registered is not withdrawn. In resolving industrial 
design disputes in the event of a violation, it can be resolved through the Alternative Dispute 
Resolution (ADR), which includes negotiation, mediation, conciliation, and arbitration. If it 
has not been completed through the ADR line then it can use the Litigation line. The criminal 
Dispute settlement is regulated in Article 53 of Law Number 31 of 2000.
Keywords: industrial design, Dispute settlement.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hak Atas Kekayaan Intelektual berasal dari istilah asing yaitu Intellectual Property Right. 
Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual biasa disingkat dengan beberapa ejaan diantaranya 
HAKI atau HaKI, serta ada juga yang menggunakan istilah HKI, tetapi istilah yang resmi 
digunakan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Menurut David I Bainbridge, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan 
yang berasal dari karya intelektual manusia yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu 
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kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang 
bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai 
ekonomi.4 
Pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan HKI) 
adalah mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual 
manusia. HKI dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (Copy Right) 
dan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Right) yang terdiri dari Paten (Patent), 
Merek (Trademark), Desain Industri (Industrial Design), Rahasia Dagang (Trade Secret) 
dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit Lay Out Design).
Di Indonesia HKI sudah diatur secara nasional dalam peraturan perundang-undangan, 
salah satunya pengaturan tentang merek yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak 
Milik Perindustrian yaitu dalam Reglement Industriele Eigendom Kolonien Stbt 545 Tahun 
1912. Kemudian undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 
1961. Setelah itu Undang-Undang Merek terus mengalami revisi berkali-kali diantaranya 
menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 
dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jadi jika dicermati maka 
bidang HKI di mana merek merupakan salah satu bagiannya, di Indonesia sudah mendapat 
perhatian sejak zaman sebelum Indonesia merdeka.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, selanjutnya dapat 
ditegaskan yang menjadi pokok masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri menurut 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa desain industri jika terjadi pelanggaran hukum 
seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim terhadap kasus Putusan MA Nomor 238 K/
Pdt.Sus-HKI/2014?
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri pada 
Putusan MA Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014 sudah sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan MA Nomor 238 K/Pdt.
Sus-HKI/2014.
Kegunaan Penelitian
Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap dari hasil penelitian dapat memberikan 
manfaat bagi:
1. Untuk memberi pengetahuan mengenai apa saja perlindungan hukum terhadap pemegang 
hak desain industri, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang;
2. Untuk memberi pengetahuan mengenai cara penyelesaian pelanggaran terhadap desain 
industri, jika terjadi pelanggaran hukum di Indonesia; dan
4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (LN No. 243 Tahun 2000, TLN No. 4045).
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3. Untuk memberi pengetahuan mengenai pertimbangan hukum hakim yang diberikan 
terhadap Putusan MA Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014.
Kerangka Teoretis dan Konseptual
Menurut Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1) yang 
menyatakan: 
“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis 
atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga 
dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam 
pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai 
untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan.”5
Kerangka konsep adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang 
digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini penulis 
memakai beberapa konsep untuk memperoleh gambaran yang mendasar tentang penelitian 
yang dilakukan oleh penulis.
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat (2), 
yaitu “Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.”
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat 
(5), antara lain:
“Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik 
Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu 
melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 
melaksanakan hak tersebut.”
PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Menurut Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000
Perlindungan terhadap hak desain industri baik perlindungan hak ekonomi maupun 
hak moral apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan 
peningkatan kreasi pendesain yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi 
yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara.
Bagi pendesain, adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan semangatnya 
untuk berkreasi lebih baik lagi, sedangkan bagi negara, dengan adanya perlindungan 
yang memadai akan menumbuhkan dan memicu pembangunan ekonomi negara karena 
perlindungan terhadap desain industri memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia 
investasi dan perdagangan. Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak desain industri 
diperoleh melalui mekanisme pendaftaran.
Mengingat sistem pendaftaran desain industri yang dianut oleh Indonesia adalah 
sistem konstitutif, pemilik desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali 
mendaftarkan desain tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 
Dengan demikian, perlindungan atas suatu desain industri baru diperoleh jika suatu desain 
telah didaftarkan. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada perlindungan. Muhammad Djumhana 
5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (LN No. 243 Tahun 2000, TLN No. 4045), Pasal 1 
ayat (1).
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menyatakan, adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum 
pemilik hak desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya 
meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya hak 
desain industri tersebut, sedangkan kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat 
suatu desain tersebut mewujud secara nyata dari seorang pendesain.6
Cara Penyelesaian Sengketa Desain Industri Jika Terjadi Pelanggaran Hukum Seperti 
yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 membuka peluang kemungkinan 
penyelesaian sengketa lain melalui alternatif penyelesaian sengketa atau yang dikenal 
dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).
Materi yang digugat pihak yang dirugikan, yaitu pemegang hak desain industri atau 
penerima lisensi dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan membuat, 
memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi 
hak desain industri.
Pada proses penyelesaian sengketa, pihak yang dirugikan dapat meminta Hakim 
Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang meliputi pencegahan 
masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dan menyimpan 
bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Berdasarkan permintaan 
ini, Hakim Pengadilan Niaga dapat melaksanakan penetapan yang menyangkut hal-hal 
tersebut dan dengan segera memberi tahu pihak yang dikenai tindakan dengan catatan 
pihak yang dikenai tindakan tersebut diberi kesempatan untuk didengar keterangannya.
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menentukan bahwa jika Hakim 
Pengadilan Niaga tetap menerbitkan surat penetapan sementara, Hakim Pengadilan 




c. Menguatkan penetapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 49 dalam jangka 
waktu maksimal 30 hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara Pengadilan 
tersebut. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 secara seimbang juga melindungi pihak-pihak 
yang dituntut secara adil. Pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2000 yang menyatakan dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, 
pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta 
penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan 
sementara pengadilan tersebut.
Bentuk-bentuk ADR meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ketiga 
bentuk ADR ini dapat diterapkan dalam kasus-kasus sengketa di bidang HAKI, termasuk 
desain industri. Dalam negosiasi, penyelesaian sengketa pada dasarnya diupayakan oleh 
para pihak yang bersangkutan sendiri.
6 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas, Cetakan Ke-1, 
(Jakarta: Grasindo, 2004), hlm 86.
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Mediasi dan konsiliasi saling menggantikan karena pada hakikatnya adalah sama, 
yaitu penyelesaian sengketa di mana para pihak secara sukarela mencari penyelesaian 
dengan jalan merundingkan suatu kesepakatan tentang penyelesaian yang mengikat 
dengan bantuan pihak ketiga yang tidak berpihak.7 Garry Goopaster memberikan definisi 
sebagai berikut: 
“Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang 
tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa 
untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.”8
Pada mediasi, kadar keterlibatan pihak ketiga lebih banyak bertindak selaku fasilitator, 
yaitu mengupayakan agar para pihak dapat dengan mudah menyelesaikan sendiri 
sengketa yang bersangkutan, sedangkan konsiliasi pihak ketiga secara aktif membantu 
menemukan penyelesaian sengketa untuk dapat disepakati para pihak. Arbitrase dalam 
arti luas menempatkan peranan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa di mana 
pihak ketiga tersebut membuat putusan yang mengikat para pihak untuk dilaksanakan 
seperti halnya putusan pengadilan.
Negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi 
(musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya 
diterima oleh para pihak tersebut. Negosiasi banyak dibutuhkan orang dalam hal mereka 
membutuhkan sesuatu yang dapat diberikan oleh pihak lain atau juga dalam hal mereka 
menginginkan adanya suatu kerja sama atau bantuan. Negosiasi juga dibutuhkan dalam 
hal penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak yang berkepentingan dalam 
lingkungan yang sederhana.
Pada awalnya, mediasi adalah prosedur yang tidak mengikat sama sekali yang 
memberikan kesempatan para pihak untuk meningkatkan prosedur dalam beberapa 
tingkatan dan netral dalam suatu keadaan di mana ia tidak mempunyai kekuatan untuk 
menjatuhkan suatu keputusan yang mengikat para pihak. Putusan mediasi mengikat 
berdasarkan iktikad bak dari para pihak, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum seperti 
misalnya putusan hakim.
2. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi
Pada dasarnya, penyebab timbulnya sengketa di bidang desain industri dapat meliputi 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Penggunaan desain secara tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak 
atau tanpa kewenangan untuk menggunakan desain dalam proses produksi barangnya 
tanpa dilandasi suatu alas hukum yang sah. Pelanggaran seperti ini bentuknya dapat 
berupa peniruan dari aslinya, yaitu peniruan desain produk tertentu sehingga produk 
yang bersangkutan mempunyai esensi yang sama dengan desain yang asli atau juga 
berupa esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olah asli.
b. Persengketaan desain industri juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat 
di antara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan.
c. Bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran desain industri. Ketentuan tentang 
mekanisme penyelesaian sengketa diatur secara khusus dalam Undang-Undang 
7 Ibid., hlm. 179.
8 Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Nasional, Cetakan Ke-1, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 5.
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Nomor 31 Tahun 2000 pada Bab VIII. Ketentuan ini menyangkut penyelesaian 
terhadap kasus-kasus desain dari segi perdata karena penyelesaian secara pidana 
diatur lebih lanjut dalam Bab X dan Bab XII Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
Pada Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada prinsipnya 
mengatur bahwa
“Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun 
yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, 
menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak 
desain industri melalui gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan 
yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga.”
Penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2000 tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyelesaian sengketa litigasi yang 
dipersingkat, hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa biasa yang diproses melalui 
pengadilan umum. Dengan kata lain penyelesaian sengketa ini tidak mengenal proses 
banding, tetapi melalui tingkat kasasi. 
3. Penyelesaian Sengketa Secara Pidana 
Masalah desain industri dimungkinkan diselesaikan melalui sistem hukum pidana. 
Proses pidana dimulai dari penyidikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 
53 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Ayat (1) dari Pasal 53 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000 tersebut berbunyi, 
“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang Desain Industri.” 
Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000 yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana 
di bidang Desain Industri;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa 
tindak pidana di bidang Desain Industri;
d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Desain Industri; 
e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain; 
f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat 
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri; dan/atau 
g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang Desain Industri. 
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Pelanggaran pidana terhadap hak desain industri diklasifikasikan sebagai delik aduan 
dengan ancaman hukuman maksimum empat tahun. Hakim juga dapat menjatuhkan 
hukuman alternatif berupa denda paling banyak Rp300.000.000,00. atau menggabungkan 
kedua ancaman pidana tersebut. Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 54 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Seperti halnya pada hak cipta, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengatur 
mengenai hak moral pendesain, yaitu hak yang tetap melekat pada pendesain meskipun 
hak desain industri telah dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku. Pelanggaran hak moral dikenakan ancaman hukuman paling lama satu 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 ketentuan mengenai hal ini 
terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Desain industri itu adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi garis atau warna 
yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan kerajinan tangan. 
Jelaslah, bahwa desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin sebenarnya masuk dalam 
cakupan desain industri sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Desain 
Industri. Ketika desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin, maka patutlah untuk 
diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan agar desain industri yang 
dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak. 
Untuk desain industri yang dapat dilindungi hendaknya desain industri tersebut memenuhi 
beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksudkan meliputi pada: Pertama, desain industri 
tersebut baru. Artinya, tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya; 
Kedua, Tidak bertentangan dengan moralitas/kesusilaan; Ketiga, merupakan satu desain 
industri/beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri yang 
memiliki kelas yang sama dan; Keempat, desain industri yang didaftarkan tidak ditarik 
kembali permohonannya. Berkembangnya pertumbuhan ekonomi maka berkembang 
pula kehidupan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama pada sektor 
industri dan perdagangan. Di mana dari sektor industri itulah berbagai produk yang 
beranekaragam dihasilkan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih dan 
modern. Yang mana hal tersebut dipersiapkan untuk menghadapi persaingan yang lebih 
berkompeten dalam era globalisasi. Dalam menghadapi persaingan tersebut sekarang 
ini diharapkan pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan atau tidak mengesampingkan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Dalam penyelesaian sengketa desain industri jika terjadi pelanggaran dapat di selesaikan 
melalui jalur Alternative Dispute Resolution (ADR) yang meliputi negosiasi, mediasi, 
konsiliasi, dan arbitrase. Jika belum selesai melalui jalur ADR maka bisa menggunakan 
jalur litigasi. Adapun penyelesaian sengketa secara pidana yang diatur pada Pasal 53 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
3. Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Putusan MA Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014 
yaitu Majelis Hakim mengaitkan kasus tersebut pada Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam Pasal 49-52 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2000 sudah sangat jelas bahwa Majelis Hakim Menolak permohonan kasasi dari 
Pemohon Kasasi yaitu Bun Bun Khui alias Radiman, juga menghukum Pemohon Kasasi/
Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.
Annisyah Aulya Zahrah     (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI...)
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Saran 
Dari hasil yang telah dilakukan oleh penulis dalam studi tentang Perlindungan Hukum 
Terhadap Desain Industri Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 K/Pdt.Sus-
HKI/2014, yang dapat penulis sarankan, yaitu:
1. Semakin luasnya industri bisnis menyebabkan semakin banyak dan kompleksnya 
sengketa yang bermunculan. Masing-masing pihak pun ingin mempertahankan apa yang 
memang menjadi haknya dengan beragam cara. Arbitrase adalah salah satu alternatif 
untuk menyelesaikan sengketa bisnis secara efektif dan bersifat rahasia. Didukung dengan 
arbiter yang ahli dalam bidangnya dan bersifat independen, penyelesaian sengketa dapat 
diselenggarakan dengan lebih tepat dan objektif, mematenkan hasil karya sendiri agar 
tidak diambil oleh orang lain, mengetahui sanksi atas pelanggaran desain industri, dan 
mengetahui apa yang menjadi dasar hukum hak desain industri.
2. Dalam upaya penyelesaian desain industri jika terjadi pelanggaran hukum sebaiknya 
dilakukan penyelesaian sengketa melalui ADR yang meliputi negosiasi, mediasi dan 
arbitrase, jika menemui jalan buntu baru lakukan ke jalur pengadilan.
3. Laksanakan putusan hakim untuk Pengadilan Negeri Niaga jika keberatan lakukan upaya 
hukum selanjutnya dengan jalur kasasi.
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